BAB 1V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka, analisis hukum, serta temuan
lapangan mengenai peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam
menangani pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang
tahun 2019, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Peranan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam menangani
pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota di Kota Padang Tahun
2018, yaitu:
a. Pengawasan langsung terhadap seluruh tahapan pemilu
b. Pencegahan pelanggaran
c . Penanganan laporan dan temuan pelanggaran
d. Penindakan dan rekomendasi hukum
2. Kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam
menangani pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota di Kota
Padang Tahun 2018, yaitu:
a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas teknis.
b. Masalah koordinasi antar Lembaga : gakkumdu dan stakeholder
c . Kesalahan teknis oleh penyelenggara pemilu
d. Rendahya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat.
3. Upaya Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam mengatasi kendala dan
pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota di kota padang tahun

2018, yaiti:
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a . Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

b. Penguatan kolaborasi lintas lembaga

c . Digitalisasi sistem pengawasan dan pelaporan

d. Sosialisasi berbasis komunitas dan budaya local

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran

yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, agar pelaksanaan pengawasan
pemilu di masa mendatang menjadi lebih efektif dan adil:

1. Kepada Bawaslu Kota Padang, disarankan untuk terus meningkatkan
kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan, memperkuat sistem
digital pengawasan dan pelaporan, serta membentuk unit pemantauan
media sosial guna mengawasi kampanye daring dan pelanggaran berbasis
digital.

2. Kepada KPU Kota Padang, diharapkan untuk lebih kooperatif dalam
menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Bawaslu, khususnya yang
berkaitan dengan pemungutan suara ulang (PSU), pelanggaran
administratif, serta ketidaksesuaian pelaksanaan teknis di lapangan

3. Kepada pemerintah daerah kota padang, perlu memberikan dukungan
logistic,anggaran,dan fasilitas kepada bawaslu dalam menjalankan
tugasnya, termasuk penyediaan saran kerja,perangkat dokumentasi,dan

kendaraan operasional pengawasan.
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4. Kepada masyarakat Kota Padang, perlu ditingkatkan literasi hukum dan
kesadaran politik agar aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu serta
berani melaporkan pelanggaran yang terjadi, tanpa rasa takut atau apatis.

5. Kepada lembaga legislatif dan pembuat kebijakan nasional, perlu dilakukan
penguatan regulasi agar rekomendasi Bawaslu memiliki kekuatan hukum
yang mengikat (binding), bukan sekadar advis administratif, terutama
dalam hal pelanggaran serius yang berdampak pada hasil pemilu.

6. Kepada akademisi dan peneliti, disarankan untuk terus melakukan kajian
evaluatif terhadap peran Bawaslu di berbagai daerah agar tercipta model
pengawasan partisipatif yang sesuai dengan karakteristik lokal dan
perkembangan zaman, khususnya dalam konteks digitalisasi dan

disinformasi politik
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